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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR   5   TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 

TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLORA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, terdapat beberapa ketentuan 

yang perlu disesuaikan dan diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 



2 
 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4966); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5262); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi 

Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5311); 

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 190); 

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 140); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Nomor 5); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan  

BUPATI BLORA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 55 dan 56 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Blora 

3. Bupati adalah Bupati Blora. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 

jangka waktu sementara. 

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata. 

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 
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8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

Pariwisata    dan    bersifat    multidimensi    serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama   Wisatawan,   Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Pengusaha. 

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman 

kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. 

10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan Destinasi 

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu 

atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya 

tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas 

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

Kepariwisataan. 

11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata. 

12. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha 

adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan 

Usaha Pariwisata. 

13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang 

saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 

pariwisata. 

14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki 

fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk 

pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting 

dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, 

sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya 

dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. 

15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja 

Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 

16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan 

pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk 

Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan. 

17. Usaha Daya Tarik Wisata adalah  usaha  pengelolaan  daya  tarik  

wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik 

wisata buatan atau binaan manusia. 
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18. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya 

membangun dan/atau mengelola kawasan  dengan  luas  

tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata 

19. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan 

angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata bukan 

angkutan transportasi regular atau umum. 

20. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro 

perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. 

21. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa 

perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan 

penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan 

perjalanan ibadah. 

22. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan 

sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta 

pengurusan dokumen perjalanan. 

23. Usaha  Jasa  Makanan  dan  Minuman  adalah  usaha 

penyediaan makanan   dan   minuman   yang   dilengkapi dengan 

peralatan    dan    perlengkapan    untuk    proses pembuatan, 

penyimpanan dan/atau penyajiannya. 

24. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan 

minuman dilengkapi dengan  peralatan  dan  perlengkapan  

untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 

1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 

25. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan 

minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk  

proses  penyimpanan  dan  penyajian,  di  dalam  1 (satu) tempat 

tetap yang tidak berpindah-pindah. 

26. Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman 

ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk 

proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di 

dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 

27. Usaha Pusat   Penjualan   Makanan   adalah   usaha   penyediaan 

tempat untuk restoran,  rumah  makan  dan/atau  kafe 

dilengkapi dengan meja dan kursi. 

28. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan 

minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan 

untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk 

disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. 

29. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah Usaha penyediaan 

pelayanan penginapan   untuk   wisatawan   yang   dapat 

dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya. 
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30. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa 

kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan 

dan/atau fasilitas lainnya. 

31. Usaha Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam 

terbuka dengan menggunakan tenda. 

32. Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk 

kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka 

dapat dilengkapi kendaraannya. 

33. Usaha Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan 

bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, 

kegiatan hiburan serta fasilitas lain. 

34. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa 

bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan 

dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan 

kesempatan kepada Wisatawan untuk berinteraksi dalam 

kehidupan sehari-hari pemiliknya. 

35. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah 

usaha penyelenggaraan kegiatan berupa Usaha seni pertunjukan, 

arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan   rekreasi   

lainnya   yang   bertujuan   untuk Pariwisata, tetapi tidak 

termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA. 

36. Usaha Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR 

adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas  untuk  

berolahraga  dalam  rangka rekreasi dan hiburan. 

37. Usaha Gelanggang Seni adalah penyediaan tempat dan fasilitas 

untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni 

dan/atau pertunjukan seni.  

38. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat 

menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. 

39. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. 

40. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat 

dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. 

41. Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat 

dan fasilitas untuk memutar film. 

42. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan 

tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi 

rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.  
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43. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang 

menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai 

dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta 

menyediakan pemandu dansa.  

44. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan 

tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.  

45. Usaha Karaoke   adalah usaha yang menyediakan tempat dan 

fasilitas menyanyi dengan atau tanpa Pemandu Lagu. 

46. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan 

penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, 

maupun   mengembalikan   artis dan/atau olahragawan 

Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi 

oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan. 

47. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri 

atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai 

prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 

kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

perdesaan. 

48. Pemandu Lagu adalah seseorang yang melayani dan/atau 

mendampingi pengunjung karaoke untuk menyajikan, memilih 

lagu dan mendampingi menyanyi. 

49. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, 

Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu 

pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi 

karyawan dan mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya, 

serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan   

informasi   dan   promosi   suatu barang dan jasa yang berskala 

nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan 

Kepariwisataan. 

50. Usaha jasa informasi Pariwisata, antara lain Usaha penyediaan 

data, berita, feature, advetorial, foto, video dan hasil penelitian 

mengenai Kepariwisataaan yang disebarluaskan dalam bentuk 

bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan. 

51. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran 

dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, 

pengelolaan Usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang 

Kepariwisataan. 

52. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau 

pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan 

Wisata.  
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53. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan 

olahraga   air,   termasuk   penyediaan   sarana   dan prasarana 

serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, 

pantai, sungai, danau, dan waduk.  

54. Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut SPA adalah 

usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode 

kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, 

layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik 

dengan tujuan menyeimbangan jiwa dan raga dengan tetap 

memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. 

55. Usaha Mikro adalah usaha  produktif milik orang perorangan 

dan/atau   badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

56. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha  yang  

bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau  

Usaha  Besar  yang  memenuhi kriteria Usaha   Kecil   sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

57. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang 

berisi hal-hal yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha. 

58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP 

adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Usaha 

Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di 

dalam Daftar Usaha Pariwisata. 

59. Waktu Indonesia Barat yang selanjutnya disingkat WIB adalah 

wilayah waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 

Presiden Nomor 41 Tahun 1987, meliputi Sumatera, Jawa, 

Madura, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. 

60. Hari adalah hari kerja. 

 

2.  Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi 

sebagai berikut: 

 Pasal 42 

(1) Lokasi jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 huruf j berjarak paling sedikit 1.000 (seribu) meter dari 

tempat ibadah, sekolah, permukiman, kantor pemerintahan 

dan/atau rumah sakit. 
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(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah 

penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagai bagian dari fasilitas 

Hotel bintang 3 (tiga) ke atas, Restoran atau Rumah Makan yang 

dalam penyelenggaraannya tidak memungut biaya. 

3.  Ketentuan Pasal 90 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi 

sebagai berikut: 

 Pasal 90 

(1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 85 ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (4), Pasal 

88 ayat (4) atau Pasal 89 ayat (4), diberikan juga kepada 

Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha 

pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara 

terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. 

(2) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi 

pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dikenakan sanksi 

pencabutan TDUP. 

(3) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan juga kepada Pengusaha yang : 

a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus 

menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;atau 

c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada proses 

pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP. 

(4) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis pertama, teguran 

tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89, 

dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 

penegakan peraturan daerah dengan tembusan kepada Bupati 

dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan. 

(5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi Perizinan dengan tembusan kepada Bupati dan 

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan 

Daerah. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora. 

                                           

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal  

BUPATI BLORA, 

Ca 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

 

 

KOMANG GEDE IRAWADI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA 

TENGAH: (      /2019) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR             TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 

TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  

 

 

I. UMUM 

  

Bahwa dalam rangka ......... 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR  

 

 

 

 

 

 

 


